BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan

secara umum bahwa Pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja Biro Sumber Daya

Manusia menunjukan beberapa permasalahan dalam proses perencanaan dan

pelaksanaanya. Adapun kesimpulan secara terperinci terhadap 2 aspek penelitian,

dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Aspek Prosedur Penyusunan

a.

Dalam penyusunan angggaran arah kebijakan penyusunanan anggaran pada
Biro Sumber Daya Manusia mengacu kepada perencanaan anggaran dan
pedoman penyusunan anggaran BPK RI pada Biro Sumber Daya Manusia
tahun anggaran 2022 No.P-002.01/X.4/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan Sasaran
Kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Masih terdapatnya
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan-
kebiajakan kedalam penyusunan anggaran itu sendiri. Antara lain kebijakan
pemerintah terkait penanggulangan pandemi, sangat berpengaruh terhadap
alokasi anggaran kepada masing-masing bagian di Biro Sumber Daya
Manusia, hal ini berdampak pada keterlambatan penyampaian dokumen dan
berkurangan kebutuhan anggaran sasaran kinerja kegiatan.

Masih terdapatnya keterlambatan data dukung dokumen perencananaan
anggaran. Hal ini disebabkan oleh, beberapa faktor antara lain, para penyusun
anggaran tidak memperhatikan kesesuaian data dukung dengan rencana

kebutuhan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan, kesibukan para
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penyusunan anggaran yang lebih fokus terhadap pemenuhan data primer
dalam penyusunan anggaran seperti dokumen Kerangka Acuan kerja, Rencana
Kerja Anggaran, Rencana Penarikan Dana, dan Rencanan Umum Pengadaan.
Sehingga hal ini pula, yang menyebabkan dalam penyusunan anggaran sering
kali melibihi pagu anggaran yang telah di tetapkan.

c. Masih kurangnya koordinasi antar bagian dalam penyusunan anggaran yang
menyebabkan dalam penyusunan anggaran sering kali melebihi pagu anggaran
yang telah di tetapkan.

d. Masih terdapatnya kekurangan dokumen penyusunana anggaran yang dalam
penyampaian kepada Biro Keuangan.

e. Masih terdapatnya perencanaan yang kurang memadai sehingga pada
pelaksanaanya terdapat beberapa kegiatan yang tidak terakomodir dalam

dokumen anggaran.
2. Aspek Realisasi Anggaran

a. Masih terdapatnya pelaksanaan kegiatan yang mundur dari perencanaan yang
seharusnya. Beberapa penyebab terjadinya hal tersebut antara lain belum
siapnya kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan anggaran ditahun berjalan
dan proses revisi yang sedang berlangsung, hal ini kerap terjadi pada triwulan
pertama menyebabkan efek domino sampai triwulan ke IV.

b. Kebijakan pemerintah pusat pada tahun berjalan sangat sulit diprediksi pada
saat penyusunan oleh karena itu revisi anggaran tidak bisa dihindarkan.
Sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat karena proses revisi anggaran yang
sedang berlangsung.

c. Dari aspek sumber daya manusia masih terdapatnya tumpeng tindihnya
pekerjaaan antara penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan tupoksi
masing-masing bagian yang mengakibatkan baik dalam perencanaan maupun

pelaksanaan menjadi kurang efektif dan efisien.
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B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang dapat penulis sampaikan diatas terhadap
Pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Biro Sumber Daya Manusia Tahun

anggaran 2022. Penulis memberikan beberapa masukan dan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada tahap perencanaan dalam hal ini penyusunan anggaran Kepala
Biro Sumber Daya Manusia selaku KPA melakukan koordinasi dan konsolodasi
dengan para pejabat eselon III selaku kepala bagian beserta dengan LO keungan
dan Staf LO dengan melaksanakan rapat teknis penyusunan anggaran pada Biro
Sumber Daya Manusia, sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan
yang timbul seperti hal nya keterlambatan penyampaian dokumen, ketidaksesuaian
antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan tarik-menarik anggaran antar
bagian.

2. Sebaiknya, dilakukannya sinkronisasi jadwal kegiatan dan skala prioritas kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Sehingga baik pada saat
penyusunan maupun pelaksanaanya Biro Sumber Daya Manusia dapat
meminimalisir penumpukan kegiatan di akhir tahun.

3. Sebaiknya Biro Sumber Daya Manusia membuat unit khusus atau menunjuk
beberapa pegawai yang mempunyai tugas pokok pengelolaan APBN pada Biro

Sumber Daya Manusia.
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